KEPALA DESA LIMBANGAN
KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA LIMBANGAN
NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LIMBANGAN ,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Laporan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Gondang Tahun Anggaran 2021 yang mempunyai
kekuatan hukum tetap sebagai wujud dari keterbukaan
pengelolaan keuangan Desa maka perlu menetapkan
Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Limbangan Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud “a” perlu membentuk Peraturan Desa tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Realisasi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Limbangan Tahun
Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965
tentang pembentukan Daerah Tingkat Il Batang dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
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Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 233);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950
Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan
Daerah Istimewa Yogyakarta;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat Il Semarang

Dipindai dengan CamScanner



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539)sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang

Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015

tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

2011
gan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

undan
2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Nege
edoman Teknis Peraturan di Desa (Berita

ri Nomor 111 Tahun 2014

tentang P
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman

Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan
ublik Indonesia

Musyawarah Desa(Berita Negara Rep
Tahun 2015 Nomor 159);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
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23.

24.
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27.
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29.

D .
esa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 6);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun
2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal
(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor
1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kendal Nomor 152);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
(Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80
Seri E No. 47);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa
di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2016 Nomor 82 Seri E No.49);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang

Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya

Yang Syah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di
Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2017 Nomor 6);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal
(Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor
50);

aturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 Tentang

Per.
erah Kabupaten

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Da
Kendal Tahun 2020 Nomor 38);
Peraturan Bupati Kendal Nomor
ara Pembagian dan Penetapan Rincian Dan
Tahun Anggaran 2021;

r: 62 Tahun 2021 tentang

. 8 Tahun 2021 tentang

Tata C a Desa

Setiap Desa Kabupaten Kendal
Peraturan Bupati Kendal Nomo
Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan
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Retribusi Daerah kepada Desa dj

Kabupaten Kendal
Tahun Anggaran 2021;

30. Keputusan Bupati Kendal Nomor : 900/20/2021 tanggal

19 Januari 2021 Tentang Penetapan Besaran Alokasi

Dana Desa Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Kendal Tahun
Anggaran 2021;

31. Surat Keputusan Bupati Kendal Nomor : 900/372/2021

tentang Penetapan Selisih Lebih Bayar/Kurang Bayar
Hasil Perhitungan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019 bagi Desa di
Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021;

32. Peraturan Desa Nomor : 03 Tahun 2021 tentang

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Gondang
Tahun Anggaran 2022;

33. Peraturan Desa Limbangan Nomor: 06 Tahun 2021

Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2022;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LIMBANGAN

dan
KEPALA DESA LIMBANGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA LIMBANGAN TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2021;

Pasal 1

Hasil pelaksanaan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Limbangan Tahun Anggaran 2020 diuraikan lebih lanjut

dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
Peraturan Desa ini.

Pasal 2

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat :
Lampiran 1 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2021;

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dalam Lembaran Desa Limbangan.

Ditetapkan di Limbangan
Pada tanggal 7 Februari 2022
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KESEPAKATAN BERSAMA
PENET SSA TE R
PELA/:(I:/\\N PERATURAN DESA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
NAANANGGARANPENDAPATANDAN[H%ANH\DESATAHUNZOZI

BERITA ACARANOMOR
: 141/001/BPD

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPDDESA
LIMBANGAN KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN
KENDAL

TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

Pada hari ini, Senin tanggal tujuh belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua,

kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Munjiyah : Kepala Desa, dalam hal ini bertindakuntuk dan
atas nama Pemerintah Desa Limbangan
selanjutnya disebut PIHAK
PERTAMA.
2. Rohadi, SH : Ketua BPD Desa Limbangan
3. Umi Nadhiroh : Sekretaris BPD Desa Limbangan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Badan Permusyawaratan Desa Limbangan
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Pertanggungjawaban
Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021
yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA dengan penyesuaian dan perubahan pada

catatan.

2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan
Rancangan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Sebagaimana tertuang pada catatan.

3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menetapkan Rancangan Pertanggungjawaban

Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2021 menjadi Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Tahun Anggaran 2021.

7

Dipindai dengan CamScanner



4. PIHAK P .
ERTAMA akan menyampaikan kepada Camat selambat-lambatnya 3 (tiga)

hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam
rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Limbangan, 7 Februari 2022

SEKRETARIS BPD DESA LIMBANGAN

==

(UMI NADHIROH )
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